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TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan

Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan kedua

terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum,

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

23.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 77); 

24.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 242); 

25.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); 

26.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku 
Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486); 

27.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/ Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 487); 

28.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan 
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 488); 

29.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); 



30.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 491); 

31.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 511); 

32.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 

33.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

40. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 
tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik; 



Menetapkan 

41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk 
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

43. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

44. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk 
Pelaksanaan Tender/ Seleksi Berdasarkan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 

45. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen 
Swakelola; 

46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 116 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN 
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 116), diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 1) tentang Honorarium Penanggung 
Jawab Pengelola Keuangan diubah sehingga berubunyi sebagai berikut: 
1) Honoratium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. 

Honorarium diberikan kepada: 
a. Kuasa Pengguna Anggaran; 
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; 
d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu; 

Dalam hal PA tidak melimpahkan kewenangan semua atau sebagian 
kepada KPA, maka PA masih dapat menerima honorarium pengelola 
keuangan selaku KPA untuk kegiatan yang tidak dilimpahkan. 

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap 
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola 
penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih 
dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan 
jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana 
yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut 
dibebankan pada masing-masing DPA. 

b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja 
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara 
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran 
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu 
pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang 
dikelolanya. 

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 
i. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: 

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh 
PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang 
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan 

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 
3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 

11. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 
(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali darijumlah PPTK. 



iii. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai 
berikut: 

a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD 
sebelum penggabungan; dan 

b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan padajumlah pagu 
yang dikelola PPK SKPD. 

1v. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung 
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan 

v. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan 
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 

Tabel Honorarium Pengelola Keuangan setiap bulan (selama kegiatan 
berlangsung) 

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 

Total Dana yang dikelola Bendahara 
KPA PPTK PPKSKPD Pengeluaran 

/Penerimaan 

S/D 100 Juta 625.000,00 605.000,00 400.000,00 340.000,00 

> 100 s/d 250 Juta 685.000,00 665.000,00 440.000,00 375.000,00 

> 250 s/ d 500 Juta 755.000,00 735.000,00 485.000,00 410.000,00 

> 500 Jt s/ d 1 Milyar 830.000,00 805.000,00 530.000,00 450.000,00 

> 1 s/ d 2,5 Milyar 915.000,00 885.000,00 585.000,00 495.000,00 

> 2,5 s/ d 5 Milyar 1.000.000,00 975.000,00 645.000,00 545.000,00 

> 5 s/d 10 Milyar 1.105.000,00 1.070.000,00 705.000,00 600.000,00 

> 10 s/d 20 Milyar 1.215.000,00 1.180.000,00 775.000,00 660.000,00 

> 20 s/d 35 Milyar 1.335.000,00 1.295.000,00 855.000,00 725.000,00 

> 35 s/d 50 Milyar 1.470.000,00 1.425.000,00 940.000,08 800.000,00 

> 50 s/d 75 Milyar 1.600.000,00 1.570.000,00 1.035.000,00 880.000,00 

> 75 s/ d 100 Milyar 1.780.000,00 1.725.000,00 1.140.000,00 970.000,00 

> 100 s/ d 250 Milyar 1.955.000,00 1.900.000,00 1.255.000,00 1.065.000,00 

> 250 s/d 500 Milyar 2.150.000,00 2.090.000,00 1.380.000,00 1.170.000,00 

>750 M s/d 1 Triliun 2.366.000,00 2.300.000,00 1.515.000,00 1.290.000,00 

> 1 TrWun 2.600.000,00 2.530.000,00 1.670.000,00 1.420.000,00 

Bendahara 
Pengeluaran 
Pembantu/ 
Penerimaan 
Pembantu 

260.000,00 

285.000,00 

315.000,00 

345.000,00 

380.000,00 

410.000,00 

460.000,00 

505.000,00 

555.000,00 

610.000,00 

670.000,00 

740.000,00 

815.000,00 

895.000,00 

985.000,00 

1.085.000,00 



2. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 3) tentang Honorarium Pengeioia
Barang dihapus;

3. Lampiran II pada Ketentuan Tambahan huruf J halaman 171 narasi
ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa sedapat dilakukan dengan SPP­
LS. Apabila penggunaan mekanisme SPP-LS tidak memungkinkan, maka
dapat menggunakan mekanisme pembayaran yang lainnya. Untuk proses
pengadaan barang/jasa di Toko Daring dan E-Catalog Lokal, Nasional dan
Sektoral mengunakan transaksi Non�Tunai. Dalam hal tidak
memungkinkan menggunakan transaksi Non-Tunai maka pembayaran
menggunakan mekanisme pembayaran langsung (tunai).

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksnakan. pada tanggal 1 Mei 2022. 

Pasal lll 

Peraturan Bu.pati ini mulai berlaku. pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

PEJABAT 

Pj. Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

Plh. Kabag. Hukum 

Kabag. Administrasi 
Pembangunan 

Sub Koordinator Sub-subtansi 
Penyusunan Program 

TANGGAL 

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 9 Mei 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal, 9 Mei 2022 
BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd.

AKHMAD KHASANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 104




